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ABSTRAK 

Sewa-menyewa kos merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan dan 

diminati di kalangan masyarakat sebagai ladang bisnis. Namun pada praktiknya, 

kegiatan sewa menyewa ini tidak semudah yang diperkirakan, yaitu berkaitan 

dengan isi perjanjian atau kesepakatan diawal yang tidak dijelaskan dengan rinci 

sehingga menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan 

mempertimbangkan segala aspek yang ada. Seperti yang terjadi di kos Annisa 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung tentang pembayaran listrik 

kepada seluruh penyewa apabila penyewa tidak menempati kosannya dalam 

waktu yang relatif lama tetapi tetap diharuskan membayar biaya listrik yang sama 

dengan penyewa yang ada di kosan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah, bagaimana penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang tidak 

menempati kosannya di kos Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar 

Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pembayaran 

listrik bagi penghuni kos yang tidak menempati kosannya di kos Annisa 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung?. Adapun tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang tidak 

menempati kosannya di kos Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar 

Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan 

pembayaran listrik bagi penghuni kos yang tidak menempati kosannya di kos 

Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung. Adapun metode 

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat 

deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Dalam 

pengolahan datanya dilakukan melalui editing, klasifikasi, interprestasi, 

sistemating.  

Berdasarkan hasil penelitian penetapan pembayaran listrik bagi penghuni 

kos yang tidak menempati kosannya yang terjadi di kosan Annisa Sukarame 

Bandar Lampung dilakukan dengan sistem iuran dimana seluruh biaya 

dijumlahkan dan dibagi dengan seluruh jumlah penyewa kos, meskipun penyewa 

kos tidak menempati kosannya selama satu bulan atau bahkan sampai tiga bulan 

penyewa kos tersebut tetap dibebankan untuk membayar biaya listrik yang sama 

dengan orang-orang yang selalu menempati kos tersebut dengan alasan banyak 

atau sedikitnya orang yang berada di kos tersebut tagihan listrik tiap bulannya 

sama saja tidak begitu jauh perbedaannya. Tinjauan hukum Islam terhadap 

penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang tidak menempati kosannya 

yang terjadi di Kos Annisa Sukarame Bandar Lampung tidak boleh dalam hukum 

Islam dikarenakan tidak adanya akad yang jelas dari awal serta adanya pihak yang 

merasa dirugikan yakni para penyewa kos yang pulang kampung saat libur kuliah 

kurang lebih selama satu sampai tiga bulan tiap semesternya sebab penyewa yang 

pulang kampung tidak memakai listrik yang ada di kosan tersebut. Sedangkan di 

dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwasanya setiap perjanjian harus adanya 

akad yang jelas serta tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan berdasarkan 

kesepakatan bersama. 
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Artinya: “berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan 

bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu 

kerjakan” ( Q.S Al-Mᾱ’idah (5) ayat 8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih 

dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul guna menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan skripsi ini, maka perlu 

adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang digunakan.  

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Penetapan Pembayaran Listrik bagi Penghuni Kos yang Tidak Menempati 

Kosannya  (Studi di Kosan Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar 

Lampung)”.     

1. Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia“ mempunyai arti 

pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang 

teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan 

penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan 

suatu permasalahan”.
1
 

2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT, yang kewajibannya telah 

diatur secara jelas dan tegas didalam Al- Qur‟an atau hukum-hukum yang 

ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, 

puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam Al-Qur‟an 

perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan 

                                                             
1
 Hasan Alwi dan Dendi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra  (Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia 2002), h.6. 



2 
 

menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan 

dengan istilah fiqih”.
2
 

3. Penetapan mempunyai arti proses, cara, penentuan atau pelaksanaan.
3
 

4. Pembayaran adalah proses atau cara atau perbuatan membayar.  
4
 

5. Listrik mempunyai arti daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya 

pergesekan  atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan 

panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.  
5
 

6. Kos atau kata lainnya indekos yaitu tinggal dirumah orang lain dengan atau 

tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).
6
 

Berdasarkan pengertian dari beberapa uraian  kata sebelumnya 

dalam judul skripsi ini bisa disimpulkan sebagaiupaya pengkajian hukum 

Islam pada sistem pembayaran listrik bagi orang yang tidak menempati 

kosannya di rumah kos Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar 

Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Adanya kejanggalan dalam penetapan pembayaran listrik bagi 

penghuni kos yang tidak menempati kosannya, dimana penghuni kos yang 

pulang kampung dalam waktu lama tetap dimintai uang bayaran listrik 

                                                             
2

Siti Mahmudah, Historisitas Syari‟ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil „Abd al-Karim) 

(Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), h.197. 
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-4 (Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.30. 
4
 Ibid., h. 30 

5
 Ibid., h. 25 

6
 Ibid., h. 23 



3 
 

dengan nominal jumlah uang yang sama dengan penghuni kos yang tidak 

pulang kampung atau berada di kosan tersebut. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tersedianya literatur yang menunjang dan sarana prasarana yang 

memadai sehingga sangat memungkinkan untuk mengkaji permasalahan 

ini. 

b. Sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu hukum ekonomi 

syariah (Muamalah). 

C. Latar Belakang 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai mahluk sosial yang 

tentunya tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan pertolongan orang lain, ini 

berarti manusia tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah secara 

terminologi merupakan hukum-hukum syar‟i yang berhubungan dengan 

urusan-urusan duniawi seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya. 
7
 

Muhammad Utsman Syubair menyebutkan bahwa muamalah tidak 

terbatas hanya pada masalah jual beli, tetapi mencakup semua bidang hukum 

yang mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta benda (al-

mal). “Muamalah adalah hukum syar‟i yang mengatur hubungan hukum 

manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, 

rahn, hiwalah (pengalihan utang) dan sebaginya”.
8
 

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 

membuat berbagai macam peraturan yang dimana dengan adanya peraturan itu 

                                                             
7
 Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda (Klaten: Inas 

Media, 2009), h. 15. 
8
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 150 



4 
 

akan tercipta kedamaian dan kebahagian dalam hidup bermasyarakat. Dengan 

demikian aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari 

tuntunan syariat Islam, guna untuk menghindari terjadinya pertikaian dan 

kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran 

Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an adalah untuk memperhatikan hak 

individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas 

yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan 

perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, penghianatan, 

penipuan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara-

cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan 

kepada orang lain
9
. 

                            

                               

 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”(Qs. An-nisa:29). 

 
Bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk berlaku zalim baik 

kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain dan mengharamkan 

memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, 

                                                             
9
 A. Kadir,  Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran (Jakarta: Amzah, 2013), h. 56 
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dan termasuk di dalamnya semua jenis akad yang rusak dan tidak boleh secara  

syara‟ baik karena riba maupun jahalah (tidak diketahui).  
10

 

Di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung merupakan 

daerah yang mayoritas penduduknya mempunyai usaha sewa kamar kos, di 

daerah tersebut tingkat pendatang cukup tinggi karena lokasinya yang 

berdekatan dengan salah satu universitas yang ada di Lampung. 

Ditinjau dari segi bisnis, usaha sewa menyewa kamar kos ini sangat 

diminati warga setempat sebagai usaha sampingan, usaha ini juga sangat 

menjanjikan sebagai ladang bisnis, dan tidak terlepas dari ini semua adalah 

dalam suatu bisnis tentulah terdapat suatu kerjasama yang nantinya bertujuan 

kepada kesepakatan terbaik. Di dalam kerjasama ini dilakukan oleh pemilik 

kos dan penyewa, yaitu penyewa membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan 

kepada pemilik kos, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, yaitu seperti pembayaran listrik, PAM (Perusahaan Air Minum), 

dan besar uang tiap bulan atau tahun yang harus dibayar. 

Namun pada praktiknya, kegiatan sewa menyewa ini tidak semudah 

yang diperkirakan, yaitu berkaitan dengan isi perjanjian atau kesepakatan 

diawal yang tidak dijelaskan dengan rinci sehingga menjadi permasalahan yang 

perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Seperti 

yang terjadi di kosan Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar 

Lampung tentang pembayaran listrik kepada seluruh penyewa apabila penyewa 

tidak menempati kosannya dalam waktu yang relatif lama tetapi tetap 

                                                             
10

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam 

(Jakarta : Amzah, 2010), h. 27 
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diharuskan membayar biaya listrik yang sama dengan penyewa yang ada di 

kosan tersebut.   

Sedangkan penetapan tarif pembayaran listrik tidak dijelaskan secara 

rinci diawal perjanjian, bila si penyewa pulang kampung dikarenakan libur 

kuliah akan tetap ditarik atau dikenakan biaya iuran yang sama untuk 

membayar listrik dengan penyewa yang masih menempati kosannya atau tidak 

pulang kampung. Hal ini jelas merugikan penyewa yang tidak menempati 

kosannya karena penyewa yang pulang kampung tidak memakai listrik yang 

ada di kosan tersebut berbeda dengan penyewa yang tetap berada di kosan, 

mereka menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari seperti untuk 

memasak nasi menggunakan megicom, mengecas HP, menggosok baju dan 

lain sebagainya.   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka sangat relevan untuk 

dikaji dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Pembayaran Listrik bagi Penghuni Kos yang Tidak 

Menempati Kosannya (Studi di Kosan Annisa Kelurahan Korpri Jaya 

Sukarame Bandar Lampung)”.     

D. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak 

terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian ini.  Maka penelitian ini difokuskan pada praktik dan tinjauan hukum 

Islam dalam penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang tidak 



7 
 

menempati kosannya pada kos Annisa di kelurahan Korpri Jaya Sukarame 

Bandar Lampung. 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang tidak 

menempati kosannya di kosan Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame 

Bandar Lampung?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pembayaran listrik 

bagi penghuni kos yang tidak menempati kosannya di kosan Annisa 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumasan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan 

dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang 

tidak menempati kosannya di kosan Annisa Kelurahan Korpri Jaya 

Sukarame Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pembayaran 

listrik bagi penghuni kos yang tidak menempati kosannya di kosan Annisa 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung. 

G. Signifikansi Penelitian 

a. Secara teoritis penelitan ini berguna untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos di 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung yang lebih baik dan 

sesuai dengan hukum Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian 

berikutnya dan juga bagi masyarakat umum. 



8 
 

b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau diresponden.
11

 

Penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian yang dilakukan di lapangan 

untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi 

subjek yang bersangkutan. Dan disisi lain juga menggunakan data 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan literatur 

(kepustakaan) seperti catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian dari 

penelitian terdahulu. 

2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang 

menjadi objek, gejala, atau kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis 

secara lebih kritis. 

 

 

 

 

                                                             
11

Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9. 
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3. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
12

 Data primer yang diperoleh dalam 

penelitian ini bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang tidak 

menempati kosannya di kosan Annisa Kelurahan Korpri Jaya Sukarame 

Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari 

penelitian sendiri, walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya 

adalah data asli. 
13

 Di dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh 

dari beberapa sumber seperti Al-Qur‟an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, 

Skripsi, jurnal, makalah dan literatur-literatur  lainnya. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri 

yang sama.
14

 Populasi dalam penelitian ini adalah penghuni kos yang 

berjumlah 13 orang, dan pemilik kos yang berjumlah 1 orang pemilik kos 

sebagai narasumber atau responden. Kosan tersebut bernama kosan 

                                                             
12

 Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

h. 225 
13

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57 
14

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 

118 
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Annisa yang beralamat di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar 

Lampung. 

b. Sampel  

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.
15

 

Penentuan sampel dalam penelitian ini, menggunakan teori 

purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu.
16

 Jumlah sampel berjumlah 14 orang. Peneliti 

menggunakan teori purposive sampling dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang dibahas. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan 

alat standar lain untuk keperluan tersebut.
17

 Observasi dilakukan dengan 

cara pengamatan langsung pada fenomena yang terjadi di lapangan. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau informan.
18

 Dalam hal ini akan 

                                                             
15

 Ibid., h. 119 
16

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Renika 

Cipta, 2006), h. 183. 
17

 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154 
18

 Ibid., h. 170 
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dilakukan wawancara kepada responden yaitu para penghuni kos Annisa 

dan pemilik kos. 

c. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, poto, dokumen 

rapat, dan agenda.
19

 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah. Dari berbagai data yang telah dikumpulkan akan diteliti 

kembali untuk mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga 

dapat dipertanggung jawabkan dalam pemaparan penelitian ini. 

b. Sistematisasi Data (Sistematizing) 

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
20

 Dari data yang telah 

dikumpulkan, penulis akan mengurutkan permasalahan penelitian ini 

sesuai dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang dikeluarkan 

oleh fakultas syariah sebagai penulisan karya ilmiah yang baik. 

 

                                                             
19

 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 

29 
20

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), h. 126 
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7. Metode Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
21

 Dalam 

skripsi ini diuraikan kata-kata tertulis yang menggambarkan serta 

menganalisis tentang penetapan pembayaran listrik bagi penghuni kos yang 

tidak menempati kosannya di kosan Annisa Kelurahan Korpri Jaya 

Sukarame Bandar Lampung dalam pendangan hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

h. 48 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

a. Akad 

1. Pengertian Akad 

Akad dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah 

“perjanjian”, dan disebut  “akad” dalam hukum Islam. Kata akad 

berasal dari kata al-„aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung 

atau menghubungkan (ar-rabth). Sebagai suatu istilah hukum Islam, 

ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).
1
 

Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi 

yakni secara umum dan secara khusus: 

1. Secara umum 

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian 

akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi‟iyah, 

Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :  

رْءُ عَلَى فِعْلِوِ سَوَاء  
َ
فَردَِةٍ كَالْوَقْفِ  كُلُّ مَا عَزَمَ الم صَدَرَ باِِراَدَةٍ مُن ْ

لْبَ يْعِ اوَاْلِإبْ راَءِ وَالطَّلَاقِ واليَمِنٌِْ أمَْ اِحْتَاجَ إِلََ إِراَدَتَ نٌِْ فِ إِنْشَائوِِ كَ 
يَْْارِ   وَالت َّوكِْيْلِ وَالرَّىْنِ . وَالِْْ

Artinya:“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, 

                                                             
1
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 68. 
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pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan 

keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”  

2. Pengertian akad secara khusus 

Secara etimologi (bahasa), akad memiliki beberapa arti, antara 

lain:2 

a. Mengikat (Ar-Rabthu), berarti mengumpulkan ujung ujung tali 

dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga 

bersambung kemudian menjadi sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan („Aqdatun), merupakan sambungan yang menjadi 

memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. 

Dalam berakad diantara dua orang atau lebih, ijab-qabul adalah 

suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu keridhaan 

sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak 

berdasarkan syara‟.  

2.   Rukun dan Syarat Akad 

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun 

akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan 

esensi dalam setiap kontrak, menurut hukum perdata Islam kontrak 

dipandang tidak pernah ada jika salah satu rukun tidak ada. Sedang 

syarat bukan merupakan esensi akad, melainkan suatu sifat yang 

harus ada pada setiap rukun.    

 

                                                             
2
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. 

Raja grafindo Persada, 2003), h.101. 
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a. Rukun-Rukun Akad sebagai berikut: 

1)  „Aqid, merupakan orang yang berakad (subjek akad); terkadang 

masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang 

terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di 

pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat 

untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari 

beberapa orang. 

2) Mau‟qūd „alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek 

akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, hadiah 

dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad Rahn, utang 

yang dijaminkan dalam akad kafalah.
3
  

Ma‟qūd „alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai 

berikut: 

a) Objek transaksi bisa diserahterimakan ketika terjadi akad atau 

kontrak. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam 

akad mu‟awadhah (bisnis), dan menurut mayoritas ulama syarat ini 

juga berlaku untuk akad tabarru‟at (sosial), kecuali malikiyah yang 

membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa 

diserahterimakan. 

b) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 

diperbolehkan syara‟ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh 

oleh pemiliknya. 

                                                             
3
Oni Sahroni, Fikih Muamalah : Dinamika Teori dan Akad dan Implementasinya dalam 

Ekonomi Syariah (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 37. 
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c) Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau 

dimungkinkan ada dikemudian hari, seperti dalam kontrak salam, 

ishtishna‟, ijarah dan murabahah. 

d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Objek transaksi harus 

suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. 

3)  Maudhu‟ al-„aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. 

Berbeda akad maka berbedalah pula tujuan pokok akad. Misalnya 

dalam akad jual beli, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari 

penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. 

4) Shighat al-„aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama 

kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, 

sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. 

Pengertian ijab qabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain 

sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak 

berhadapan atau ungkapan yang menunjukan kesepakatan dua pihak 

yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli 

mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah 

tersebut dari kantor pos.
4
 

 

 

 
 

 

                                                             
4
Ibid. 
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b. Syarat-syarat Akad 

Beberapa syarat tersebut meliputi: 

1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal 

dengan nama Al-syuruth Al-in‟iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu 

yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, seperti: 

a. Pihak yang berakad (Al-'Aqidain), para pihak yang berakad harus 

terlepas dari kondisi faktor-faktor yang  mempengaruhi akal seperti 

gila, tidur, mabuk, pingsan.
5
 

b.  Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan 

qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis 

akad.  

c. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat 

ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki). 

d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟. 

2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat  

mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (Syurûth al-

In`iqâd) tersebut dipenuhi. Antara lain: 

a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika 

pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka 

akad dianggap batal. 

b. Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat. 

                                                             
5 Ibid. h. 37 
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c. Bebas dari Gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh 

para pihak yang berakad. 

d. Bebas dari riba. 

3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (al-syuruth an-nafadz) adalah 

syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat 

dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah : 

a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini 

terpenuhi jika para p ihak memiliki kewenangan sempurna atas 

objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek 

yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut 

tidak tersangkut hak orang lain. 

b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 

persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad 

adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan 

bertindak hukum yang dibutuhkan.  

c. Syarat mengikat (al-syarth al-luzum) sebuah akad yang sudah 

memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat 

sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad 

tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. 

Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya: 

1) Terbebas dari sifat akad  yang sifat aslinya tidak mengikat kedua 

belah pihak, seperti akad kafâlah (penanggungan). Akad ini 

menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, 
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yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yang berarti tidak mengikat 

kreditor (pemberi utang) yang kepadanya penanggungan 

diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad 

penanggungan, dan membebaskan penanggung dari 

konsekuensinya. Bagi penanggung (kafâlah) akad tersebut 

mengikat sehingga tidak dapat membatalkannya tanpa 

persetujuan kreditor. 

2) Terbebas dari khiyār, akad yang masih tergantung dengan hak 

khiyār baru mengikat ketika hak khiyār berakhir.
6
 

3.  Macam-macam Akad  

1. ʻAqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad 

yaitu pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula 

diikuti dan ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 

2. ʻAqad Muʻalaq yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan 

barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 

3. ʻAqad Mudhaf  ialah akad yang di dalam pelaksanaanya terdapat syarat-

syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang 

pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan 

ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum 

sebelum tibanya waktu yang ditentukan. 

                                                             
6
Yazid Afandi,  Fiqh Muamalah (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2009),  h. 34. 
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Selain akad Munjiz, Muʻalaq, dan  Mudhaf,  macam-macam akad 

beraneka ragam tergantung dari tinjauanya. Karena ada perbedaan-

perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut: 

1) Ada dan tidaknya pembagian (Qismah) pada akad, maka akad terbagi 

menjadi 2 bagian :  

a. Akad musamma, yaitu akad yang telah ditetapkan syara‟ dan telah ada 

hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijārah. 

b. Akad ghairu musamma ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara‟  

dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. 

2) Disyari‟atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi 

menjadi dua bagian : 

a. Akad muzâra‟ah merupakan akad-akad yang dibenarkan oleh syara‟ 

seperti gadai dan jual beli. 

b. Akad mumnu‟ah  merupakan akad-akad yang dilarang syara‟ seperti 

menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya. 

3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini Para Ulama fiqh 

mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa 

aspek. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara‟, akad di bagi 

menjadi dua, yakni
7
: 

a. Akad Shahīh 

Akad Shahīh yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan 

syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini, berlakunya seluruh 

                                                             
7
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat  (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. 

65. 
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akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-

pihak yang berakad. 

b. Akad tidak Shahīh  

Akad yang tidak Shahīh yakni akad yang terdapat kekurangan 

pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum 

dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang 

berakad. 

4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat benda akad terbagi dua: 

a. Akad ʻainiyah, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan 

barang-barang, seperti hibah, wadi‟ah, rahn dan qiradh. 

b. Akad ghair „ainiyah yaitu akad yang disertai dengan penyerahan 

barang-barang, karena tanpa penyerah barang-barang akad sudah 

berhasil, seperti akad amᾱnah. 

4.  Prinsip-prinsip dalam Berakad 

  Menurut Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul 

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya.”
8
 

Dalam hukum perjanjian syari‟ah terdapat beberapa asas atau prinsip 

perjanjian yang menjadi dasar penegakan dan pelaksanaan suatu kontrak. 

a. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam 

1) Asas Ibahah (Mabda‟ al-Ibahah) 

                                                             
8
 Syamsul Anwan, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68 
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Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang 

muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum 

Islam “Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada 

dalil yang melarangnya” yang berarti bahwa segala sesuatu itu sah 

dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila 

dikaitkan dengan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjajian 

apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai 

perjanjian tersebut. 

2) Asas Kebebasan Berakad (Mabda‟ Hurriyyah at-Ta‟aqud) 

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip 

hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad 

jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama akad yang telah 

ditentukan oleh syara‟ dan boleh memasukkan klausul-klausul apa 

saja kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingan para 

pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari‟at.
9
 

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan 

kepada beberapa dalil antara lain: 

a. Q.S Al-Mᾱ‟idah (5) : 1  

           …… 

 

                                                             
9
Harun,  Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammaiyah University Press, 2017), h.33 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 

itu”(Q.S Al-Mᾱ‟idah (5) :1).10 

b. Kaidah hukum Islam,“Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan 

para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka 

tetapkan atas diri mereka melalui janji.” 

3) Asas Konsensualisme (Mabda‟ ar-Radhaiiyyah) 

 Asas konsensualisme menyatakan bahwa  terciptanya suatu 

perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak 

tanpa adanya paksaan, tekanan, dan   penipuan. Selain itu, asas ini 

juga dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam 

pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian 

yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.
11

 

Dalil yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah 

sebagai berikut:12  

a. QS. An-Nisᾱ‟ (4) ayat 29 yang berbunyi: 

                          

          

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu”( QS. An-Nisᾱ‟ (4) ayat 29).13 
 

                                                             
10

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Solo: Qomari, 2010), h.  106. 
11

Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak 

Syariah”. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1 (Juli 2008), h.100. 
12

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah  …., h. 87. 
13

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya…, h. 83. 
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Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmim 

berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan 

diakadkan baik berupa perbuatan maupun perkataan.14 

b. QS. An-Nisᾱ‟ (4) ayat 4 yang berbunyi: 

                      

         

Artinya:“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati, Maka  makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya”(QS. An-Nisᾱ‟ (4) ayat 4).
15

 

 

c. Asas Janji Itu Mengikat 

Dalam Al-Qur‟an dan Hadis terdapat banyak perintah agar 

memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqih, “perintah pada asasnnya 

menunjukkan wajib”. Ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib 

dipenuhi. Di antara ayat dan Ḫadīst yang dimaksud adalah:
16

 

QS. Al-`Isrᾱ` (17) ayat 34 yang berbunyi: 

                        

             

Artinya:“dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya”(QS. Al-`Isrᾱ` (17) ayat 34).17 

 

                                                             
14

 Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di 

Pasar Modal Indonesia".  Jurnal Al-'Adalah, Vol. 14 No. 4 (Juni 2015), h.786. 
15

 Ibid, h. 86. 
16

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah …,  h. 89. 
17

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya…, h. 285. 
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d. Asas Keseimbangan (Mabda‟ at-Tawazun fi al-Mu „awadhah) 

Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunnya 

keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa 

yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam 

memikul resiko. 

e. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) 

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang 

dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau 

keadaan memberatkan (masyaqqah). 

f. Asas Amanah 

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing 

pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak 

lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi 

ketidak tahuan mitranya. 

g. Asas Keadilan  

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua 

hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah 

Al-Qur‟an yang berbunyi:18 

                    

  

                                                             
18

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah  …, h. 92. 
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Artinya:“berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, 

dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang 

kamu kerjakan”  ( Q.S Al-Mᾱ‟idah (5) ayat 8)19. 

 5. Hal-hal yang Membatalkan Akad 

 Umumnya akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau 

terlaksana. Selain itu, suatu akad dapat juga berakhir karena sejumlah hal, 

yaitu pembatalan akad (fasakh), berakhirnya masa akad, meninggal dunia, 

atau dalam mauquf  ternyata pemilik asli tidak memberi izin. 
20

 

Dalam hal yang mengandung akibat hukum (lazim) dapat terjadi 

dalam sejumlah situasi, yaitu: 

a. Terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan 

akad. Dalam akad jual beli pembeli telah memperoleh barang dan penjual 

telah menerima bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa dibayar dan 

masa sewa telah berakhir.  

b. Pembatalan akad, yaitu pembatalan dengan sebab sebagai berikut: 

1) Ketika akad rusak (fasid) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syariah Islam seperti jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual. 

Maka, transaksi berhenti sementara hingga dapat dipenuhi. 

2) Adanya hak khiyar baik khiyar rukyah, khiyar „aib (cacat), khiyar 

syarat, atau khiyar maejlis. 

3) Adanya pembatalan akad  (iqalah) dari salah satu pihak karena adanya 

penyesalan atas akad yang telah dilakukan.  

                                                             
19

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya…, h. 108. 
20

 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), h.57. 
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4) Tidak mungkin melaksanakan akad. 

5) Para pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul (li „aam al-tanfiz). 

6) Masa akad berakhir seperti habisnya masa sewa yang tidak di 

perpanjang. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang 

berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak 

kebendaan seperti perwalian dan perwakilan. 

d. Tidak ada izin dari yang berhak, pada akad yang bergantung pada pihak 

lain (mawquf) seperti akad fudhuli yang harus ada izin pihak yang 

berwenang dan akad anak mumayiz, maka akad berakhir apabila tidak 

mendapat izin dari yang berhak.
21

 

b. Ijārah  

Sewa atau Ijārah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada 

mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas 

usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk 

membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (bank) untuk membiayai pembeli 

aset produktif. Pemilik dana kemudian menyewakannya kepada yang 

membutuhkan aset tersebut.
22

 

Dalam akad Ijarah berlaku ketentuan terkait objek Ijarah diantaranya 

adalah: 

                                                             
21

 Ibid. 
22

 Ascarya,  Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 101. 
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a. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga 

Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat 

dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah. 

b. Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan. 

 Hampir  semua  ulama  fiqih  sepakat  bahwa  Ijārah  disyariatkan 

dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti     Abu 

Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama 

yang tidak menyepakati Ijārah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa 

kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran 

menurut kebiasaan  (adat). 

1. Pengertian Ijārah 

Pengertian Ijārah secara etimologi yaitu berasal dari kata “al-ajru” 

yang menurut bahasa berarti“al-iwadu” ganti atau upah.
23

 Sedangkan 

menurut istilah (terminologi), para ulama fiqh berbeda-beda 

mendefinisikan Ijārah, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari 

suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

2. Menurut ulama Malikiyah, sewa menyewa adalah nama bagi akad-

akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sabagian 

yang dapat dipindahkan. 

                                                             
23

 Hendi Suhendi,  Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),  h. 114. 
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3. Menurut Syaik Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa menyewa 

adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi 

dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. 

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, sewa menyewa adalah 

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 

5. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah akad yang 

objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu,yaitu pemilikan 

manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat.
24

 

6. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar “Ijārah merupakan 

transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu 

atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu 

tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan 

upah yang diketahui pula.”25 

7. Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Syafi‟i Antonio, “Ijārah adalah akad pemindahan hak 

guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan  (ownership atau milkiyah) 

atas barang itu sendiri.”26 

                                                             
24

Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: 

Permatanet,2016), h.133 
25

 Mardani,  Hukum  Perikatan  Syariah  Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 

195. 
26

 Ibid. 
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8. Menurut Sayyid Sabiq, Ijārah adalah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.27 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Ijārah 

merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah 

mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa atau imbalan jasa. Ijārah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu 

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri. 28 Dari beberapa pengertian secara terminologi dalam uraian 

sebelumnya dapat dipahami bahwa: 

1) Akad Ijārah  adalah akad transaksi pemindahan hak guna atas suatu 

barang atau jasa keterampilan tertentu melalui pembayaran upah 

secara profesional; 

2) Akad Ijārah tidak berakibat pada pemindahan kepemilikan atas 

barang atau jasa keterampilan tertentu. 

3) Akad Ijārah ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu dari 

barang atau jasa yang diterima. 29 

2. Dasar Hukum Ijārah 

 Dasar hukum berlakunya akad Ijārah telah dijelaskan didalam 

dalil Al-Qu‟ran, As-Sunnah dan Ijma‟. 

                                                             
27

 Ascarya, Akad dan Produk  Bank  Syariah ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

h. 99. 
28

 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di 

Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 122. 
29

 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”. Jurnal  Asas, 

Vol. V, No. 1 (Januari, 2013),  h. 2. 
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a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat, yang  

diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW, membacanya 

mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan yang 

ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah (1) sampai akhir 

surat An-Nas (114).30 Dalam Al-Qur‟an ketentuan tentang sewa-

menyewa tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman 

sewa menyewa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, 

seperti dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 233, An-Nahl:97,  At-Thalaq:6, 

Q.S. Al-Qasas:26 dan Q.S. Az-Zukhruf: 32 sebagaimana di bawah 

ini: 

1) Surat Al- Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi; 

                             

                            

                               

                           

                                  

                    

 Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

                                                             
30

Rosihon Anwar, Ulumul Quran (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h .34. 
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keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. Al- Baqarah (2) : 233) 
31

 

 

Ayat diatas dapat dipahami bahwa bukanlah menjadi 

halangan jika memberikan upah kepada perempuan lain yang telah 

menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini menyusui 

adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, 

yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang 

dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan 

penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau
 

ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah 

diserahkan kepada perempuan lain maka biaya yang pantas maka 

biaya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah 

ditunaikan.
32

 

2) Surat An-Naĥl (16) ayat 97 yang berbunyi;  

                         

                   

  Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-

laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yangtelah mereka 

kerjakan.” (QS An-Naĥl:(16) :97)33 

                                                             
31

Departemen Agama RI , Al-Qur‟an dan Terjemah…, h. 37. 
32

 Abdul Halim Hasan Binjai,  Tafsir al-Ahkam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136 
33

 Departemen Agama RI , Al-Qur‟an dan Terjemahannya…, h. 278. 
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Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi 

upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, 

dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih 

baik dari apa yang mereka kerjakan. 

3) Surat Aṭ-Thalᾱq (65) ayat 6 yang berbunyi; 

 

...                  ... 

Artinya:“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.”(QS. Aṭ-Thalᾱq (65) : 6 )34 

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah 

pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang 

dibayar bukan harga air susunya
 
melainkan jasa dari orang yang 

telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman dahulu 

adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini munculah 

istilah saudara satu susuan atau ibu susu, sebagaimana Rasulullah 

SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa‟diyah.
35

 

4) Surat Al-Qashash (28) ayat 26 yang berbunyi; 

 

                         

  

 

Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
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untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya.”(Q.S Al-Qashash (28) : 26 )36 

 

  Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As 

bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta 

Nabi Musa As untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. 

Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu 

mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, 

dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya”. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa 

sesorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan. 

5) Surat Az-Zukhruf (28) ayat 32 yang berbunyi; 

                          

                        

         

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 

dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Q.S. Az-
Zukhruf : 32) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan 

kelebihan sebagain manusia atas sebagian yang lain, agar manusia 

itu dapat saling   membantu antara yang satu dengan yang lainnya, 

salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-
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mengupah), karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat 

mempergunakan sebagian yang lain 

b. Berdasarkan Hadis 

Hadis adalah segala sesuatau yang diberitakan dari Nabi 

SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal 

ihwal Nabi.
37

 Hadis adalah sumber kedua setelah Al- Qur‟an, dalam 

Hadis juga menyebutkan mengenai perihal yang berhubungan dengan 

dasar-dasar hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam berkegiatan 

bermuamalah yang salah satunya sewa-menyewa manfaat atau 

(Ijārah) diantaranya sebagia berikut ini: 

1) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw 

bersabda: 
عَنْ عَبْدِالِله بْنِ عُمَرَ, قاَلَ:قاَلَ رَسُولُْلِله صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: أعَْطُوا 

 .الَأجِنًأََجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يَِْفَّ عَرَقوُُ 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah 

SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum 

keringatnya kering” (HR. Ibnu Madjah).
38

 

2) Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa‟i dari Sa‟d Ibn 

Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata: 
كُنَّا نكُْريِ اْلَأرْضَ عَا عَلَي لسَّوَاقِي مِنْ الزَّرعِْ وَمَا سَعِدَ باِلْمَاءِ اهََِنْا فَ نَ هَاناَ رَسُولُ اللَّوِ 

عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنْ دلِكَ وَأمََرَناَ أَنْ نكُُريَِ هَا بِذَ ىَبٍ وْأَ فِضَّةٍ صَلَّى اللَّوُ   
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Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil 

tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; 

maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan 

memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas 

atau perak (uang)."
39

 

 

3) Hadis Nabi riwayat Bukhari; 

 

عنها: واستأجرالنبى صلى الله عليو وسلم  عن عائشة رضي الله
وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بنى عبد بن عدي، ىاديا 

الخريت: الماىر بالهداية قد غمس يمنٌ حلف فى آل العاص  خريتا
بن وائل، وىو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليو 

لتيهما راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتهما براح
صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامربن فهنًة، والدليل 
الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وىو طريق الساحل )رواه 

 )البخاري
 

Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu 

Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk 

jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia 

pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-

Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. 

Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka 

keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya 

menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun 

mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan 

mereka pada   hari di malam ketiga, kemudian keduanya 

berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah 

dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh 

bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”(H.R. Bukhari) 
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c. Ijma‟  

Ijma‟ merupakan suatu kesepakatan para mujtahid umat 

Muhammad SAW. Para ulama telah sepakat tentang kebolehan 

melakukan akad sewa-menyewa. Para ulama sepakat bahwa Ijārah itu 

dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah 

kesepakatan (ijma‟) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah 

mensyariatkan Ijārah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, 

dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan Ijārah. Jadi, 

berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah (hadis) dan Ijma‟ tersebut di atas 

dapat ditegaskan bahwa hukum Ijārah atau sewa-menyewa boleh 

dilakukan dalam Islam jika kegiatan tersebut sesuai dengan syara‟.
 40 

d. Fatwa Dewan Nasional  

Fatwa Dewan Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 

April 2000 yang menetapkan bahwa, 

Pertama: Rukun dan Syarat Ijārah: 

1) Sighat Ijārah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua 

belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau 

dalam bentuk lain. 

2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau pemberi 

jasa dan penyewa atau pengguna jasa. 

3) Objek akad Ijārah adalah 

a) manfaat barang dan sewa; atau 
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b) manfaat jasa dan upah. 

Kedua : Ketentuan Objek Ijārah: 

1) Objek Ijārah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau 

jasa. 

2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 

dalam kontrak. 

3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 

diharamkan). 

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syari‟ah. 

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 

sengketa. 

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 

identifikasi fisik. 

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 

nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran 

manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat 

pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijārah. 

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 

dari jenis yang sama dengan objek yang sama. 
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9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 

Ketiga : Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan 

Nasabah dalam Pembiayaan Ijārah 

1) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat 

barang atau jasa: 

a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang. 

c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
41

 

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 

a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 

menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai 

kontrak.  

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 

(tidak materiil). 

c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 

penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian 

pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
42

 

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi  perselisihan di antara para pihak, maka 
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penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
43

 

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa 

a. Rukun sewa-menyewa (Ijārah) 

 Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau 

transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Dalam 

melaksanakan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi, dan jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka 

perjanjian itu tidak sah hukumnya atau batal. Sama halnya dengan sewa-

menyewa (Ijārah) harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan 

syarat sewa-menyewa (Ijārah) telah diatur dalam hukum Islam. Menurut 

ulama Hanafiyah rukun Ijārah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan 

menyewakan dan qabul) persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan 

tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Ijārah
44

 itu ada empat,  

yakni, sebagai berikut: 

1) „Aqid  (orang yang berakad) yang terdiri dari mu‟jir dan musta‟jir.  

Mu‟jir adalah yang mempunyai jasa, musta‟jir adalah orang yang 

menyewa jasa.  

2) Shighat  (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 

berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, atau akad 

perjanjian antara mu‟jir dan musta‟jir.  

3) Ma‟uqūd „alaih yakni barang atau benda yang disewakan. 
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4) Ujrah  adalah upah  atau imbalan sebagai bayaran  (uang sewa).45 

b. Syarat sewa menyewa (Ijārah) 

 Sebagai sebuah transaksi umum, Ijārah baru dianggap sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara 

umum dalam transaksi lainnya
46

. Adapun syarat syarat akad Ijārah 

sebagai berikut: 

1) Disyaratkan pada „Aqid (mu‟jir dan musta‟jir) adalah baligh, berakal, 

cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling 

meridhai.47 Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT: 

                      

           
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sama- suka”. (QS. An-Nisa 

(4) : 29).48 

Bagi Aqid (orang yang berakad Ijārah) juga disyaratkan 

mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna 

sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
49
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2) Disyaratkan pada Shighat (ijab kabul) adalah : 

a) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu 

di pergunakan atau dimanfaatkan. 

b) Ijab qabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yakni 

antara penyewa dan yang menyewakan. 

c) Dalam Akad atau ijab qabul  harus ditentukan waktu sewanya, 

apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya. 

d) Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad. 

Maka akad Ijārah tidak sah apabila antara ijab dan qabul tidak 

berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau 

batas waktu.50 

3) Disyaratkan pada ma‟uqūd „alaih (benda yang disewakan) adalah: 

a) Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaanya. 

b) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya. 

c) Barang yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga 

waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syariah.51 

e) Objek yang disewakan dapat diserah terimakan baik manfaat 

maupun bendanya. 

f) Diketahui jelas ukuran dan batas waktu Ijārah oleh kedua belah 

pihak agar terhindar dari peselisihan.  

                                                             
50

 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 155. 
51

 Ibid. h. 247.  



43 

 

g) Benda dan Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang 

diperbolehkan agama (mutaqawimmah). 

h) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang  fardhu atau 

diwajibkan kepada mu‟jir (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, 

imamah sholat, azan dan Iqamah.52 

4) Disyaratkan pada ujrah (upah) adalah: 

a) Upah atau imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan 

memanfaatkannya (Mal Mutaqawwim).  

b)  Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. 

Misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan 

sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan 

riba. 

c) Bisa membawa manfaat yang jelas. Seperti menempati rumah, 

melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.53 

d) Tidak berkurang nilainya berupa harta tetap yang dapat diketahui. 

e) Kelenturan (fexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 

4. Macam-macam Ijārah 

 Dilihat  dari  segi  objeknya,  akad  Ijārah  dibagi  menjadi 

dua,54 yakni: 
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a. Ijārah yang bersifat pekerjaan (al-Ijārah  ala  sl-a‟mal) iyalah dengan 

cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. 

Ijārah seperti ini menurut usul fiqih, seperti buruh bangunan, tukang 

jahit, dan buruh tani. Mu‟jir adalah orang yang mempunyai keahlian, 

tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian Mu‟jir mendapatkan upah atas 

tenagga yang dikeluarkan untuk Musta‟jir mendapat tenaga yang 

dikeluarkan untuk Musta‟jir mendapat tenaga atau jasa dari Mu‟jir. 

b. Ijārah manfaat (Al-Ijārah ala al-manfa‟ah), misalnya sewa-menyewa 

rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini Musta‟jir  

mempunyai benda-benda tertentu dan Musta‟jir butuh benda tersebut dan 

terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana Mu‟jir mendapat imbalan 

tertentu dari Musta‟jir, dan Musta‟jir mendapat manfaat dari benda 

tersebut. Apabila manfaat itu dibolehkan Syara‟ untuk dipergunakan, 

maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-

menyewa. 

Adapun pada saat ini perkembangan dalam bidang muamalah, 

maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:  

a. Mengajarkan Al-Qur‟an 

Pada   saat   ini   para   fuqaha   menyatakan   bahwa   boleh 

mengambil upah dari pengajaran Al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syari‟ah 

lainnya,  karena  para  guru  membutuhkan  penunjang  kehidupan 

mereka dan meringankan beban tanggungannya, karena tenaga dan 

waktunya sudah diluangkan untuk mengajarkan kepada muridnya, 
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maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu 

imbalan dari pengajaran ini. 

b. Menyewakan tanah  

Menyewakan tanah diperbolehkan dan disyariatkan 

menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis tanaman yang 

ditanam diatas tanah tersebut. Terkecuali yang tidak dikehendaki oleh 

pemilih tanah, contohnya ada tanaman tertentu yang tidak 

diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dengan dikesepakatan diawal 

perjanjian. 

c. Sewa-menyewa kendaraan 

Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat yang 

jelas waktu tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang 

bersangkutan. Disyaratkan pula keguanaan kendaraan tersebut akan 

dipergunakan untuk mengangkut barang atau digunakan hanya 

sekedar untuk melakukan aktivitas sehari-hari si penyewa. 

d. Sewa-menyewa rumah 

Rumah yang menjadi objek sewaan adalah untuk tempat tinggal 

oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk  

menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, 

diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak  merusak. 

Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk  memelihara 

rumah tersebut, sesuai sebagaimana rumah tersebut dihuni. 

e. Menyusui anak (menjadi ibu sambung si anak) 
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Dalam Al-Qur‟an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan 

memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagai mana 

yang tercantum dalam Q.S Al baqarah  (2) : 233 

                               

                              

                                 

                              

                                     

        

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.”( Q.S Al baqarah  (2) : 233)
55

.  

 

f. Perburuhan 

Selain sewa-menyewa barang, sebagai mana yang telah 

diutarakan  diatas,  maka  ada  pula  persewaan  tenaga  yang lazim 

disebut   perburuhan.   Buruh   adalah   orang   yang   menyewakan 

tenaganya   kepada   orang   lain   untuk   dikaryakan   berdasarkan 

kemampuannnya dalam suatu pekerjaan. 
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1) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia 

memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun 

tidak terpenuhi keseluruhanya. 

2) Mengalirnya  manfaat jika Ijārah untuk barang apabila terdapat 

kerusakan  pada  barang  sebelum  dimanfaatkan  dan sedikitpun 

belum ada waktu yang berlalu, maka Ijārah tersebut batal. 

3) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua 

belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran. 

5. Berakirnya Akad Ijārah  

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 

adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijārah merupakan akad 

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. 

Ijārah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan. 

d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
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e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang 

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, 

maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
56

 

B. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan pembayaran 

listrik bagi penghuni kos yang tidak menempati kosannya,  diantaranya adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Puspitasari Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Sistem Pembayaran Sewa Kos Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus di 

Rumah Kos Graha Putri Nagoya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. 

Penelitian ini termasuk penelitian Field Research (Penelitian Lapangan) 

yang bersifat deskripsif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik sistem 

pembayaran perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di Rumah Kos 

Graha Putri Nagoya Kec. Sukarame Bandar Lampung ialah pada perjanjian 

awal tidak menyebutkan jumlah besaran persentase yang harus dibayar dan 

waktu pengosongan kos, namun dalam praktiknya bagi penyewa yang ingin 

memperpanjang sewa kos diwajibkan membayar uang muka sebesar 30% 

dari harga pokok dan bagi mereka yang tidak memperpanjang sewa kos 

                                                             
56

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah…, h. 122. 



49 

 

diharuskan mengosongkan kamar kos tersebut dua bulan sebelum jatuh 

tempo. Ketentuan yang diterapkan oleh pemilik kos Graha Putri Nagoya 

tersebut belum sesuai menurut hukum Islam khususnya pada akad 

perjanjiannya dimana ketentuan tentang jumlah persentase dan waktu 

pengosongan kamar kos yang tidak disebutkan diawal perjanjian, Tinjauan 

hukum Islam tentang sistem perpanjangan sewa-menyewa kos Graha Putri 

Nagoya adalah menyalahi hukum Islam mengingat syarat akadnya tidak 

dipenuhi sebagai syarat akad dalam hukum Islam maka hukumnya tidak 

boleh.
57

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diyan Puspitasari 

dimana dalam penelitiannya membahas tentang perjanjian pembayaran 

sewa kamar kos yang belum jatuh tempo sedangkan dalam penelitian ini 

membahas mengenai perjanjian sepihak dalam pembayaran listrik. 

2. Achmad Fatchul Bahri, (2016), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang berjudul 

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa Menyewa 

Secara Sepihak Dari Pihak Rental Di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun 

Kota Surabaya”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan pola analisis deskriptif. Untuk tehnik pengumpulan 

datanya menggunakan tehnik observasi dan wawancara. Berdasarkan 

penelitian yang ada di lapangan perpanjangan sewa menyewa secara sepihak 

terjadi ketika penyewa mobil rental terlambat mengembalikan mobil 
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sewaannya selama 3 jam dari waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada 

awal akad sewa tidak ada pemberitahuan kalau terjadi keterlambatan maka 

dianggap memperpanjang penyewaan mobil. Dan menurut tinjauan hukum 

Islam perpanjangan secara sepihak tidak diperbolehkan karena terjadi 

transaksi di luar akad perjanjian dengan tidak adanya kerelaan dari kedua 

belah pihak. Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh adalah 

perpanjangan sewa-menyewa mobil secara sepihak tidak diperbolehkan 

karena secara syariat Islam ada suatu transaksi di luar akad perjanjian sewa 

menyewa dan tidak adanya sukarela (antarodlin) antara pemilik rental mobil 

dengan penyewa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian baik 

bagi penyewa ataupun pemberi sewa. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fatchul Bahri terletak pada objek 

penelitian yang digunakan. Dalam Penelitian Achmad Fatchul Bahri 

objeknyai adalah Sewa Menyewa Rental Mobil  sedangkan i  dalami penelitiani 

inii objeknyai adalahi Sewa Menyewa Kamar Kos Annisa yang terletak di 

Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ritma Safitri mahasiswa Fakultas Syariah 

IAIN Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen  (Studi Kasus di 

Mulyani Cellular Purwokerto)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

karyawan Mulyani Cellular serta pihak agen dan sumber data sekunder yaitu 
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sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan 

permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa 

elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular dilakukan dalam 

satu majelis dan dibayar secara tunai. Perubahan harga dari pihak distributor 

tidak signifikan, perubahan harga  dapat terjadi karena berbagai hal, yaitu 

perubahan harga dari pihak provider, adanya promo, dan bonus. Hal ini 

diperbolehkan dalam hukum Islam karena nisbah gharar dalam jual beli 

pulsa elektrik sedikit sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, serta 

diberi rukhsah (keringanan) karena akad tersebut dibutuhkan oleh orang 

banyak dan apabila diharamkan mudaratnya lebih besar.
58

 Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ritma Safitri yang membahas mengenai 

perubahan harga dari pihak distributor, penelitian ini membahas mengenai 

perjanjian sepihak dalam pembayaran listrik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Raka Ristianto mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) 

yang  berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa 

Motor (Studi Kasus di Anugerah Rental Motor Yogyakarta)”. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif 

analitik. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan 
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observasi dan data primer berupa wawancara langsung kepada pemilik 

Anugerah Rental Motor sendiri, setelah itu wawancara dengan karyawan 

dan beberapa konsumen Anugerah Rental Motor. Dalam pengambilan 

sampel yaitu dengan melalui informan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Dalam menganalisa data yang berhubungan dengan materi konsep dasar 

sewa menyewa dalam perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian yang 

didapat dalam penelitian ini, yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan 

dalam pelayanan adalah adanya trust and distrust terhadap penyewa. Pemilik 

Anugerah Rental Motor lebih percaya terhadap kategori rekomendasi 

walaupun tanpa menggunakan identitas sebagai jaminan daripada kategori 

yang lain yang menggunakan identitas lengkap. Adanya trust and distrust 

disebabkan karena keteledoran dari pegawai Anugerah Rental Motor dan 

adanya itikad tidak baik dari para penyewa. Sedangkan apabila ditinjau dari 

hukum Islam bahwa perjanjian sewa menyewa di Anugerah Rental Motor 

mengandung akad fasid karena memiliki kekurangan pada asas-asas hukum 

perjanjian Islam sehingga hukumnya bisa sah bisa juga tidak. Hukumnya sah 

apabila penyewa ridho atau rela haknya tidak terpenuhi. Namun tidak sah 

hukumnya jika penyewa menuntut haknya dan pihak yang menyewakan 

tidak memberikan kewajibannya ke peyewa. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Aditia mahasiswa Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (2018) yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem 

Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak 
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Kabupaten Lampung Barat)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan metode deskriptif normative. 

Penelitian destkriptif normative adalah penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan 

atau kelompok tertentu. Berdasarkan penelitian yang digunakan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya akad dilakukan secara lisan 

tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak berdasarkan pada 

rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan 

transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi 

merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak 

ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi 

tanggung jawab kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di Pekon 

Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak 

memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang 

menjadi inti dari sewa yaitu tanamannya, sangat rentan tidak terpenuhi 

karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut panen atau tidak 

panen. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, 

dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat 

merugikan salah satu pihak. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan 

baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis 

lakukan. Penulis menjelaskan mengenai penetapan pembayaran listrik bagi 



54 

 

penghuni kos yang tidak menempati kosannya. Dari segi lokasi maupun dari 

bahasannya berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
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